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BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
NoMoR ... *9.. I419.f 3r'l

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2O,I1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

:a. bahwa untuk rnenunjang kelancaran pel*sanaan tugas bagi pejabauapratur

harus didukung oleh sarana anlara lain kendaraan din6 operasional ;

b. karena terbatasnya kendaraan dinas operasional milik Pernerintah Daerah

maka diperlukan tambahan kendaaan dinas operasiond rneldui proses sewa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurd a dan

huruf b di atas, md(a pedu rnenetapkan Peraturan Eupati hntang Kendaraan

Dinas Operasional Sai,a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maos Tahun

Anggaran 2011;

:1. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Tingkat ll di Sulawesi Selatan (Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negaa Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepega4,aian

(Lembaran l.legara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negaa Republik Indonesia Nornor 3041); sebagaimana blah diubah

dengan undang-undang lJorDr /|3 Tahun 1999 (Lembaran llegan Republik

Indonesja Tahun 1999 Nornor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 38901:

3. Undang-Undang Nonnf 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran l.legara Republik Indonesia Tahun 1985 Nornor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 3312) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (L€flbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Neoara Yang

Bersih dan Beb6 dari Korupsi, Kolusi dan tlepolisme (Lembaran llegara



7.

Republik Indonesia Tahun 1990 Nonnr 75, Tambahan Lembaran l'.legara

Republik Indonesia llornor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaan

Negara Republik Indonesia tlomor 4286);

Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembarao Negara Republik Indonesia lhrnor 4355);

Undang-Undang Norw 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

PerundangFuundangan (Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun 2004

Nonnr 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Pertanggungjarraban Keuangan llegara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l,lomor

4400);

Undanq-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun 2004

Nornor 104, Tambahan Lembaran flegara Republik Indonesia Nornor 4421);

Undang-undang nornor 32 Tahun 2004 tentang Pefi€rintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indor€sia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4434 sebagaimana telah diubah

beber4a kali terakhir dengan Undanlundang Nomor 12 Tahun m08 tentang

perubahan Kedua Atas Undang-uodang Nornor 32 Tahun 2004 bnlang
Pemerintahan Da€rah (Lembaran liegara Republik Indonesia Tahun 2008

Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonnr 4ti'|4)l

Undangiundang Nomor 33 Tahun 2004 bntang Perimbangan Keuangan Aniara

Pernerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negaa Republik

Indonesia Tahun 20M Norn} 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bntang Pajak Daerah dan Refibusi

Derah (Lembaran lJegara Republik Indonesaa Tahun 2009 llormr 130,

Tambahan Lembaan Negara Republik Indor€sia Nomo{ 5049);

Peraturan Pernerintah Normr 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nornor 136, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia ilomor 4574);

Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 bntang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan

Lembaran l,legara Republik Indonesia tlornor 4575);

Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Darah (Lembaran Negara Republik Indor€sia Tahun 2005 Nornor

138, Tambahan Lembaan Negaa Republik Indonesia l,lollnr 4576);

Peraturan Pernerintah Norr]r 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Xeuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 l,lomor 140,

Tambahan Lemb{an Negara Republik Indonesia Noncr 4578);

10.

'11

12.

13.

14.

t3.

16.



17. Peraturan Pemerintah l,lornor I Tahun 2006 bntang Pelaporan Keuangan dan

Kineria Instansi Pemerintah (Lembaan Negta Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembtan Negaa Republik Indonesia Nornor 4614);
'18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolah Keungan Daerah sebagaimana telah diubah dengann Peraturan

Menteri Dalam Negerj Nornor 59 Tahun 2007 Entang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

19. Peraturan Pernerintah NorDr 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah oaerah Propinsi dan Pernerintah

Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Normr 82, Tambahan Lembran Negaa Republik lndonesia l,lonnr 4737);

20. Peraturan PenErintah Nomor 41 Tahun 2007 bntang Organis6i Perangkat

Daerah (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembtan l€gara Republik Indonesia l,lornor 4741);

21. Peraturan Darah Kabupaten Maos llomor 'l Tahun 2007 tenlang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Maos Nornor 7 Tahun 2008 tentang Pembagian

Urusan Pernerinhhan yang mnjadi kewenangan PerEdntah Kabupabn Maros

(Lembaran Daerah Kabupabn Maro6Tahun 2008, Nornor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupabn Maros I'l,ofilor 19 Tahun 2008 tentang StruKur

organisasi dan Tata Kerja Sekrelariat Daerah Kabupabn Maros, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Da€rah Kabupaten Maros Nornor 7 Tahun 2010

tentang Perubahan at6 Peraturan Daerah Kabupabn Maros Nofllor 19 Tahun

2008 tenlang Sfuktur Oganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupabn

l\,,laros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, Nornor 7);

24. Peraturan Daerah Kabupabn Maros Nornor 21 Tahun 2008 tentang Sfuktur

organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas oaerah Kabupabn Maros, sebagaimana

telah diubah beber4a kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros

Nomor I Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 bntang StruKur organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah Xabupaten Maos (Lembaan Darah Kabupaten

l\4aros Tahun 20'10, Nornr 8);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nornor 22 Tahun 2008 tentang Struktur

organisasi dan Tata Xeqa Lembaga Teknis Da€rah Kabupabn Mros,
sebagaimara telah diubah beberapa kdi brakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten l\4aros llomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua ahs
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2008 tentang Stuktur

organisasi dan Tata Kerja Sekretaiat Daerah Kabupaten Mtro6 (Lembaran

Daerah Kabupaten Maros Tahun 201 0, Nornor 9);

26. Peraturan Daerah KabupaEn Maros Nonor 02 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Susunan organisasi dan Tata Keda Sekretariat Pengurus

KORPRI Kabupaten Maro6 (Lembaran oaerah Kabupabn Maros Tahun 2010,

Norbr 2):



Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Susunan organisasi dan Tata Xerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Maros (Lembran D*rah Kabupaten Maros Tahun

2010 Nomor 3);

Pefaturan Daerah Xabupaten Mams Nonbr 16 Tahun 2010 tentang Anggaan

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201'1, (Lembaran Daerah

KabuDaten Maros Tahun 2010, Notnor 16);

MEMUTUSKAN:

l\4enetapakan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN

ANGGARAN 201,I.

BAB

KETET{TUAI{ UttIUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

'1. Kendaraan Din6 adalah kendaaan milik PerErintah Derah yang

dipergunakan hanya untuk kepentngan dinas brdiri atas kendaraan

peroftmgan dinas, kendaraan dinas operasionalftendaraan dinas jabatan dan

kendaraan dinas kh usus/lapangan.

2. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjuhya disebut dengan KDGS

adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk rnenunjang peldGanaan

tugas pokok dan tungsi SKPD, tidak termaksud kendaraan seperti, bus,

pemadam kebaktran, kendaraan operasional b* terbuka, mobil pafoli dan

selenrsnya.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjuhya disingkat SKPD adalah

perangkd daerah pada Pemerintah Daerah seld(u pengguna anggaran dan

pengguna barang.

4. Pengelola Barang Daerah adalah Seketaris Daerah yang selanjutnya disebut

Pengelola Barang adalah pejabat yang dib€ri wewenang untuk menentukan

kebijakan pengelolaan baang daerah dan rnel**an pembinaan atau

pelaksanaan pengelolaan barang daerah.

5. Dokurnen Pelaksanaan Anggaan SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD

merupakan dokurnen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD

yang digunakan sebagaidasa pelaksanaan oleh pengguna anggaan.



BAB I

ASAS OAN TUJUAN PENGGUT{MN

Pasal2

Asas pengguna K0O-S meliputi :

a. Hemat berarti penggunaan kendaaan dinas operasional lepat sasaran dan

tepatguna untuk dimanfaafian pada kegiatan SXPD;

b. Efektif, berart penggunaan KDGS sesuai dengan kebutuhan dan dapat

memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

c. Efsien, berarli penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-

hematnya untuk mencapai sasaan yang ditetapkan dan dapat

dipe anggungjawabkan;

d. (eadilan, berat penggunaan KDGS lidak menguhmakan hubungan

kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan rnelainkan haus adil dan

berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan KoO sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan

sasaran yang hendak dic4ai sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kinerja

SKPD.

BAB III

KEBUTUHAN DAN PEMANFMTAN

Bagian Kesatu

Kebutuhan

Pasal 4

Pada a'r/al tahun anggran, pengguna barang meng4ukan usulan kebutuhan

sesuai dengan beban tugas yang akan dildcanakan dalam tahun berjalan

kepada pengola baang.

ljsulan kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh

Pengelola barang.

Pasal 5

Seliap Badan / Din6 i Kantor / Sekretaiat / Bidang / Bagian / UPT / UPTD

diberikan Kendaraan Dinas minimal 1300 cc.

Bagi Badan / Dinas / Kantor / Sekretariat / Bidang i Bagian i UPT i UPTD yang

belum memiliki Kendaraan Din6. daDat diberikan KDGS.

KDGS dapat diberikan kepada SKPD dan Pejabat selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yang mmpunyai beban kerja yang bersifat strabgis

(1)

12)

(1)

12)

(3)



(1)

12)

dan alau yang bersifat umum setelah mendapa&an peGetujuan pengelola

barang berdasa*an usulan dan pertimbangan pengguna barang.

(4) KDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Bagian K€dua

Ponanfaatan

Pasal 6

KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya unluk menunjang kegiatan SKPD;

KDO-S pada masing-rnasing SKPD dapat dipinjamkan untuk kegialan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pemutasian KDO-S tidak diperbolehkan dari satu SKPD ke SKPD lain selama

masa kontrak.

Pengelola barang sev{aktu-waktu dapat menarik seluruh ahu sebagian KDO.S

apabila dibutuhkan.

BAB IV

TATA CARA OAI{ SPESIFIKASI PENYEWMN

Pasal 7

Pemberian KDo-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayal (2) dan ayat (3)

dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD tahun 2011.

KDOS disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya

berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.

KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang

bersifat nulti purpose vehble (MPV) dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh)

oran0.

Pasal I
Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang pembelian Tahun 2005 sampai

dengan Tahun 2010 yang dibuhikan dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan

Yang Sah.

Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat nomor DD.

Apabila kendaraan yang akan disevrakan pada saat pembelian tidak

menggunakan plat nomor DD, maka penyewa menyerahkan kontribusi sebesar

(ditentukan kemudian dengan Kepulusan Bupati);.

Apabila kendaraan yang akan disewa masih menggunakan selain plat nomor DD

maka tedebih dahulu diubah menggunakan plat nomor DD.

(3)

(4)

(1)

l2l

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)



(1)

(21

(3)

Kendaraan yang diserva sebagaimana pada ayat (2) dikecualikan untuk Kantor

Perwakilan Jakarta

Pasal I

l\,,lasa sewa KDo-S untukjangka waktu paling lama satu tahun.

Masa sewa KDGS sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat akhir bulan

Februari 2012.

Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai be{ikut :

Kendaraan yang dibelitahun 2010 maksimal Rp. 72.000.000.1tahun;

Kendaraan yang dibeli tahun 2009 mdcimd Rp. 66.000.000.itahun;

Kendaraan yang dibeli hhun 2008 mdcimal Rp. 60.000.000./hhun;

Kendaraan yang dibelitahun 2007 maksimal Rp. 54.000.000.nahun;

e. Kendaraan yang dibeli tahun 2006 maksimal Rp. 48.000.000./tahun;

L Kendaraan yang dibeli tahun 2005 mdcimal Rp. 42.000.000.^ahun.

{4) Nilai sa{a KDGS sebagaimana dim*sud pada ayat (3) cara pembayaran

dilakukan berlahap sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing 5ff/6 dati nilai konfd(
pada awdkonfak dan selebihnya dibayarkan pada perbngahan masa konfak.

Pasal 10

KDo-S yang diserr/a temaksud fasiliias asuransi a// nbk (semua resiko),

perneliharaan umum dan perawatan suku cadang dibnggung oleh pih* yang

menyewakan.

Pasal 1'1

(1) Untuk kepeduan perneliharaan umum dan perawatan secaa b€rkala, KDGS
yang diserva dis€rahkan kepada pihd( yang rnenyewakan.

(2) Pada waktu pemelihaaan umum, perawatan secara berkala dan kerusakan,

pihak yang rnenyewakan wajib rnenyediakan KDGS penggantj.

Pasal 12

Persyratan tambahan lain dapal dicantumkan dalam perjanjian sewa rnenyewa

sepanjang tidd( bertentangan dengan kelentuan dalam Pasal 7, P6d 6, Pasal

9. Pasal 10, dan Pasal 11.

Bukti-bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa :

a. Foto copy Buktj Pemilikan Kendaraan Benmtcr;

b. Foto copy SuratTanda Nornor Kendaraan (STNK);

c. Fob copy Notjce Pajak;

d. Foto copy Asuransi.

e. Bukt setoran konfibusi sebagaimana dimd(sud dalam Pasal I ayat (3)

b.

c.

d.

(1)

(2)



(1)

12)

Pasal 13

Untuk kebutuhan oDerasional setiap KDGS dibenkan BBM sesuai dengan

standar satuan harga.

Untuk rnengoperasikan KDGS dapat rnenggunakan PNs/bnaga harian lepas

yang ada dilingkungan SKPD.

BAB V

PEiIGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal '14

Pimpinan SKPD bertanggung jawab terhadap pengendalian dan penganasan

penggunaan KDO-S.

Pengguna KDOS bertanggungjarrab kepada pimpinan SKPD atas oper6ional

KDO-S yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh

pengguna KDO-S.

(3) Apabila pengguna KDGS tugas kelua daerah dan cuti maka kendaraan

tersebut diserahkan kepada Pimpinan SKPD untuk digundcn dalam

mendukung tugas SKPD.

(4) Untuk pengendalian, pengafasan dan tertb penggunaanya KDGS *an
ditemoelkan iden$tas.

BAB IV

KETEIIIUAT{ SANK$

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayal (l), Pasal 7 ayat (3), dan

Pasal 14 ayat (4)maka *an dikenakan sanksi.

Sanksi sebagaimana dim*sud pada ayat (1) brdiri dari:

a. Sanksi Ringan berupa :

1. Teguran lisan;

2. Teguran brtulis;

3. Tidak diberikan biaya BBM paling lama 1 (satu) bulan;

b. Sanksisedang:
'1. Tidak diberikan biaya BBM paling lama 3 (tiga) bulani

2. Penundaan pembayaran konfak tahap ke 2 (dua) paling lambat bulan

desember 20'11

c. SanksiBerat:

1. Penarikan kendaaan sewa yang dilakukan oleh pimpinan SKPD;

(1)

t2)

0)

12)



2. Pengernbalian pembayaan sewa dan pembatdan pembayaan pada

taha betikuhya.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayd (2) diberikan berdGarkan hasil

oernefiksaan.

BAB VII

KETEI{IUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggd diundargkar.

Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerinlal*an pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupabn Maros.

Diundangkan di Marcs

Pada tanggal . l? ?ebvtti tDtr

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEII I{AROS.

H. EAHARUDDI}I
Pangk€t: Pembina Utama Madya

Nip. 19600909 1986m 1 0A

BERITA DAEMH KABUPATEN MAROS TAHUN 
'OI' 

NOMOR 20

DitemDad(an di Maros

. F Pr.u4ri


